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ABSTRAK 

 

       Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan 
bagaimana fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Garut dalam mekanisme pemakzulan Bupati Garut berdasarkan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beberapa 
waktu lalu dan bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap fungsi pengawasan 
tersebut.  

       Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) 
dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis. 

       Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah 
sama halnya dengan fungsi pengawasan ahl al-h}alli wa al-‘aqdi terhadap 
khalifah. Fungsi pengawasan yang dilakukan adalah sebagai wujud representasi 
rakyat demi terciptanya kemaslahatan umat. Dalam Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidaklah menyebutkan adanya 
pengawasan DPRD terhadap kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah sampai 
pada ranah keperdataan. Pengawasan yang dilakukan oleh ahl al-h}alli wa al-
‘aqdi tidak memandang sekat privasi maupun keperdataan seorang khalifah atau 
kepala negara. Kredibilitas khalifah atau kepala negara yang buruk dapat menjadi 
sebuah alasan kuat untuk melengserkan kekuasaan khalifah. Adanya kasus 
perkawinan sirih dan perceraian melalui pesan singkat atas perkawinan sirih 
tersebut menjadi indikasi adanya tindakan pelanggaran etika dan peraturan 
perundang-undangan oleh kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah. Walaupun 
dalam ajaran Islam tidak ada kewajiban pencatatan perkawinan dan perceraian 
(talak) dapat dilakukan secara lisan, hal ini tidak serta merta mengesampingkan 
hukum positif di Indonesia yang mewajibkan pencatatan perkawinan dan 
perceraian di depan sidang pengadilan. 

       Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas 
pengawasan disarankan untuk merumuskan standar akuntabilitas yang baku dalam 
pengawasan yang dapat diterima oleh lembaga yang menjadi sasaran dan mitra 
pengawasannya. Standar akuntabilitas yang baku harus dimiliki dan dipahami 
oleh anggota DPRD, agar dapat menghindarkan diri dari politisasi fungsi 
pengawasan dan terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. 

 


